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KATA PENGANTAR 

 
Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi 

pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan   gambaran 

mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena 

itu Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mengadakan survei ini. Survei ini 

didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selai itu Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei 

Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 

Peradilan di Bawahnya. 

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa 

dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini berisi 9 indikator yang dapat diisi 

oleh masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan 

Negeri Ketapang Kelas II, yang diambil dengan survei elektronik siSUPER. 

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke 

depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. 

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap 

jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dan masyarakat pengguna 

layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

 
Tim Survei Kepuasan Masyarakat 

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II 
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SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA 

LAYANAN PENGADILAN 

DI PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II 

PERIODE JANUARI – MARET 2023 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk 

memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan 

termasuk Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat  ini 

belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 

berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan  melalui  media  masa 

dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap 

pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan 

masyarakat. 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan 

pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 

kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat 

beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei 

Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei 

yang sesuai. 

Selama   ini Survei Kepuasan  Masyarakat menggunakan 

Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur   Negara   Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi  Pemerintah.  Keputusan 

ini  belum mengacu  pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang  Pembentukan   Peraturan  Perundangan. Oleh  karena itu, 

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II melaksanakan survei kepuasaan 

masyarakat   dalam   rangka pelaksaaan Peraturan  Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017   Tentang   Pedoman   Penyusunan  Survei  Kepuasan 

Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
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B. TUJUAN 

Laporan ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ketapang. 

 
C. SASARAN 

1. Mendorong   partisipasi   masyarakat   sebagai    pengguna 

layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di 

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri 

Ketapang Kelas II. 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

 
D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

penyelenggaran pelayanan publik meliputi; Metode Survei, Pelaksanaan 

dan Teknik Survei, Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat, Langkah-langkah Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi 

dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan 

Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut. 

 
E. TEKNIK SURVEI 

Survei dilakukan dengan cara mengisi e-Survey Mahkamah agung 

kepada 85 Orang / Responden yang dipilih secara acak yang berada 

dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. 

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna 

layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, antara lain: Masyarakat 

umum,  Advokat,  Wartawan,  Pelajar/Mahasiswa dan LSM. 
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F. UNSUR SURVEI 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini 

meliputi: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

10. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan dan digunakan untuk yang bergerak 
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(komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang umum terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek) dan untuk benda tidak bergerak. 

 
G. HASIL SURVEI 

Hasil survei secara kuantitatif,  dimana  datanya  berupa  angka-angka 

dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif, sebagai 

berikut: 

1. Unsur 1 – Persyaratan 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang 

diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan? 

 

 
 

2. Unsur 2 – Prosedur 

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur 

pelayanan pada Pengadilan ? 
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3. Unsur 3 – Waktu Pelayanan 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan 

dalam memberikan pelayanan ? 

 
 

4. Unsur 4 – Biaya / Tarif 

Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan 

pada pelayanan di Pengadilan Sesuai Dengan Tarif Resmi ? 

 
 

5. Unsur 5 – Produk Spesifikasi Jenis Layanan 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang 

didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ? 
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6. Unsur 6 – Kompetensi Pelaksana 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan 

petugas dalam pelayanan ? 

 

7. Unsur 7 – Perilaku Pelaksana 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan 

perilaku petugas dalam pelayanan ? 

 

8. Unsur 8 – Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang 

menunjang dalam pelayanan ? 
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9. Unsur 9 – Sarana dan Prasarana 

Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna 

pelayanan ? 

 

 

Hasil survei secara analisis kualitatif, diperoleh dari hasil saran-saran 

responden yang telah dimasukkan/dilaporkan secara online melalui 

sistem survey online Mahkamah Agung RI yaitu siSUPER 

(http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id). Saran-saran perbaikan 

Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, yang diusulkan responden yang 

dapat kami rangkum, antara lain sebagaimana berikut: 

• Peningkatan saran dan prasarana; 

• Peningkatan pelayanan; 

• Keterangan biaya dipengadilan; 

• Prosedur lebih dipermudah; 

Pada survei, partisipasi antara Laki-laki dan Perempuan dengan total 

responden sebanyak 85 Orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 53 

Orang dan Perempuan sebanyak 32 Orang dengan persentase 

sebagaimana berikut: 
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Sedangkan jenjang usia untuk survei, adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 
Dengan tingkat pendidikan responden, sebagaimana berikut: 

 

 
 

Berdasarkan pekerjaan responden, sebagaimana berikut: 
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H. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan dalam kurun waktu 

3 (TIGA) Bulan, dari minggu pertama bulan Januari 2024 hingga akhir 

Maret 2024 terhadap 85 (delapan puluh lima) orang responden yang 

dipilih secara acak yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri 

Ketapang Kelas II, sebagaimana berikut hasil rekapitulasi Survei 

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Ketapang: 

 

 
NO 

 
Nama/Kode Responden 

NILAI UNSUR PELAYANAN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Kristina Pina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Affriza 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Darmadi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 Rajiman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 M. Mustolih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Junardi, SH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 Erny Sutrisni, S.H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Rustam Halim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 Rina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 Kartini  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 Gusti Lisin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 Hendry  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 Uti Ilham  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Rahmat Kartolo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 Sitin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 Supritatin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 Supriyana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 Tri Prabowo 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

19 Alyoyada Epsan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 Hermawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 Santo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 Ahmad Yani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 Rusdi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 Teddy Sapar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 Drs. Erwan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 Tri Linarti  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 Agista W.M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 H. Rasmidi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 Noni Alpianingsih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 Dariansyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 Toni Firmagas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 Wandri Saputra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

33 Rahmiyanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 Nurizimah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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35 Zulkarnaen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 Mustargin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 Yaya Nowani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

38 Mira Susanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 Rosa Mistika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 Bambang Afrianto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 Lia Rifanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 RD. Karmujianto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 Tri Purwati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 Rapi Sanjoni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 Sahimi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 Budiman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 Khafirindin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 Suwarudin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

49 Sutaryo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 Mahfud Syapudin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

51 Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

52 Winda Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

53 Hikmah Agustia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 Anggie Noviyanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 Nurul Afifah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

56 Supariyatin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

57 Njirah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

58 RD. Rusli 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 Jalinus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 Siti Tri Utami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

61 Sarikin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 Irvan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63 Erriyani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

65 Erma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 Darmawi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

67 Zulisnain 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 Mochtar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 Dedi Irawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

70 Moles Micola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

71 Muhammad Noor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 Riyan Hidayat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

73 Nur Nazizah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

74 Rudi Galus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75 Sudianto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 Rino Dede 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

77 Guntur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

78 M. Yusup 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

79 Sujarwo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

80 Yudhi Mujito 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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81 Sutiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

82 Iskandar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

83 Elsa Mawar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

84 Andreas Sutrimo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

85 Wartono 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Jumlah 340 340 340 340 340 340 340 340 339 

NRR/ Unsur 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,99 

NRR Tertimbang/ Unsur 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

IKM 4,00/99,97 
 

 

 

NO 
 

UNSUR PELAYANAN 
 

NILAI RATA-RATA 

U1 Persyaratan 4,00 

U2 Prosedur 4,00 

U3 Waktu Pelayanan 4,00 

U4 Biaya/Tarif 4,00 

U5 Produk Layanan 4,00 

U6 Kompetensi Pelaksana 4,00 

U7 Perilaku Pelaksana 4,00 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 4,00 

U9 Sarana dan Prasarana 3,99 

 

Keterangan :  

U1-U9 = Unsur-Unsur Pelayanan 

NRR = Nilai rata-rata 

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat 

*) = Jumlah NRR IKM tertimbang 

**) = Jumlah NRR tertimbang x 25 

NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur dibagi Jumlah Responden 

NRR Tertimbang = NRR per Unsur x 0,111 per unsur 

IKM UNIT PELAYANAN 
 

Mutu Pelayanan Nilai 

A = Sangat Baik 88.31 - 100.00 

B = Baik 76.61 - 88.30 

C = Kurang Baik 65.00 - 76.60 

D = Tidak Baik 25.00 - 64.99 
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ANALISA HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

TERHADAP PENGADILAN NEGERI KETAPANG 

 

PENILAIAN 
No. UNSUR PELAYANAN 

 

Total 
A B C D  

 
1 

 
Persyaratan 

Tidak Sesuai 
Kurang 
Sesuai 

Sesuai 
Sangat 
Sesuai 

 

  0 0 0 85 85 

 
2 

 
Prosedur 

Tidak Mudah 
Kurang 
Mudah 

Mudah 
Sangat 
Mudah 

 

  0 0 0 85 85 

 

 
Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi diatas, 9 Ruang Lingkup 

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Peradilan yang termuat 

didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman 

Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  unit  Penyelenggaraan 

Pelayanan  Publik  pada  Pengadilan  Negeri  Ketapang  Kelas  II 

mendapatkan Nilai IKM Unit Pelayanan 99,97 Mutu Pelayanan A,  dan 

Kinerja Unit Pelayanan S A N G A T  BAIK. 

 

 

Tidak Cepat 
3 Waktu Pelayanan 

0 

Kurang 
Cepat 

0 

Cepat Selalu Cepat 

0 

Sangat Mahal Cukup Mahal Murah 
4 Biaya/Tarif 

0 

5 
Produk Spesifikasi 
Jenis Pelayanan 

0 

Kurang 
Sesuai 

0 

85 

Sangat 
Murah 

85 

Sangat 
Sesuai 

85 

85 

Tidak Sesuai Sesuai 

0 
Tidak 

6 
Kompetensi Kompeten 
Pelaksana 

0 

0 

Kurang 
Kompeten 

0 

Kurang 
Sopan dan 

Ramah 

0 

0 

Kompeten 
 

0 

85 

Sangat 
Kompeten 

85 

Sangat 
Sopan dan 

Ramah 

85 

85 

85 

7 Perilaku Pelaksana 

Tidak Sopan 
dan Ramah 

Sopan dan 
Ramah 

0 0 85 

Penanganan 
Pengaduaan, Saran 
dan Masukan 

Buruk Cukup Baik Sangat Baik 
8    

0 

Tidak Ada 
9 

Saran dan 
Prasarana 

0 

0 

Ada Tetapi 
Tidak 

Berfungsi 

0 

0 

Berfungsi 
Kurang 

Maksimal 

1 

85 85 

Dikelola 
Dengan Baik 

84 85 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat 

Pengguna Layanan Pengadilan, Pengadilan Negeri Ketapang 

mendapatkan nilai tertinggi pada setiap Unsur, namun berdasarkan 

Saran/Masukan dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri 

Ketapang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Ketapang mendapat 

nilai sangat baik pada setiap Unsur dengan Mutu Pelayanan = A dan 

Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik. Sedangkan Pengadilan Negeri 

Ketapang mendapatkan nilai terendah pada Unsur Nomor 7 Perilaku 

Pelaksana dengan nilai rata-rata U9 = 3,99, nilai IKM Unit Pelayanan U9 = 

99,71. Mutu Pelayanan U9 = A dan Kinerja  Unit Pelayanan Sangat Baik. 

Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan survey terdapat  

beberapa  kendala  pada  responden  dalam hal petugas layanan yang 

cuti, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan dan terkendala waktu 

pelayanan yang dilakukan. 
 

Mutu Pelayanan Nilai 

A (Sangat Baik) 88.31 - 100.00 

B (Baik) 76.61 - 88.30 

C (Kurang Baik) 65.00 - 76.60 

D (Tidak Baik) 25.00 - 64.99 



 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 

PERIODE : JANUARI – MARET 2024 

 
NO 

JUMLAH 

RESPONDEN 

KISARAN 

UMUR 

JENIS 

PEKERJAAN 

RESPONDEN 

 
PENDIDIKAN 

3 UNSUR 

PELAYANAN 

TERENDAH 

 
SOLUSI 

1. 85 18 s.d. 69 

Tahun 

PNS, Swasta, dan 
Tenaga Kontrak, 

dan Lainnya 

SD s.d. S2 1. Sarana dan 
Prasarana; 

2. Prosedur; 
3. Waktu 

pelayanan. 

1. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Ketapang akan selalu meningkatkan 

layanan kualitas sarana dan prasarana bagi para pengunjung dan 

juga para penerima layanan, dan terus meningkatkan kinerja 

pelayanan kepada masyarakat; 

2. Prosedur pelayanan akan kami sederhanakan dan kami sesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu akan kami kami bantu solusi 

bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan teknologi informasi; 

3. Pengadilan Negeri Ketapang dalam memberikan layanan sudah sesuai 

dengan standar pelayanan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 

memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kendala yang 

dihadapi hanya ketika pimpinan sedang tidak di tempat atau sedang 

sidang, sehingga penandatangannya menjadi terhambat. Solusinya 

adalah dengan memberi tahu para pencari keadilan atau masyarakat 

yang meminta pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang; 

 

KETUA PELAKSANA 

Panitera Muda Hukum 

 

 

 

ISKANDAR M.Y. 



 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

BULAN JANUARI - MARET 2024 
 
 
 

 
NO 

 

JUMLAH 

RESPONDEN 

 
KISARAN UMUR 

 

JENIS PEKERJAAN 

RESPONDEN 

 
PENDIDIKAN 

 
CATATAN 

1. 85 Orang 18 s.d. 69 Tahun PNS, Swasta,  Tenaga 

Kontrak dan Lainnya 

SD s.d. S2 1. Pengisian Survey elektronik dilakukan setiap 

hari oleh petugas PTSP dengan aman dan 

lancar; 

2. Beberapa masyarakat terkendala 

permasalahan keterampilan penggunaan 

teknologi informasi, sehingga dilakukan 

pendampingan oleh petugas dalam 

pengisiannya. 

 
 
 

KETUA PELAKSANA 

Panitera Muda Hukum 

 

 

 

ISKANDAR M.Y. 
 

 


